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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  tentang Tinjauan Yuridis 
Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Upaya Penyelamatan Dana 
Nasabah (Studi kasus Bank BRI Makassar), selanjutnya disusun ke dalam sub 
masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1). Bagaimana proses upaya 
penyelesaian Penyalahgunaan dana nasabah oleh lembaga Penjamin Simpanan? 
2). Apakah Faktor-faktoryang menghambat peran lembaga penjamin simpanan 
terkait penyelewengan dana simpanan oleh lembaga penjamin simpanan ? 
 Jenis penelitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan 
empiris. Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu Bank BRI kota Makassar. 
Sumber dan jenis data ,dana nasabah yang digelapkan dan Wawancara kepada 
pimpinan bank. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (Statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Adapun 
teknik analisis digunakan adalah Analisis Kualitatif. 
 Hasil-hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses 
penyelamatan dana nasabah yang dilakukan oleh LPS terhadap dana nasabah di 
Bank BRI Kota Makassar lebih mengarah kepada perlidungan secara tidak 
langsung dalam artian bahwasanya LPS melakukan pengaturan dan pengawasan 
terhadap aktivitas perbankan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 UU N0. 10 
Tahun 1998 tentang Fungsi dan Tugas LPS. Dalam kasus tersebut proses 
pengembalian dana nasabah diserahkan terlebih dahulu kepada bank terkait. 
 Selanjutnya terhadap faktor-faktor yang menghambat peranan LPS dalam 
memberikan jaminan terhadap dana nasabah yaitu faktor pertama adalah jumlah 
dana nasabah yang menjadi jaminan LPS adalah senilai seratus juta dan batas 
maksimum yang digantikan oleh LPS adalah senilai 2 milyar rupiah/pernasabah 
dan untuk mengganti keseluruhan dana nasabah menunggu dari hasil penjualan 
aset bank tersebut. Faktor lainnya ialah dari segi wewenang LPS itu sendiri 
dimana LPS dibatasi untuk tidak melakukan Penyelidikan. 
 
 







A. Latar belakang masalah 
Perkembangan dunia perbankan sejak dilanda krisis moneter tahun 1997 
sangat tidak menggembirakan sampai saat ini. Dan diperkirakan untuk pulih 
kembali seperti sediakala memerlukan waktu paling sedikit 10 tahun mendatang. 
Ambruknya bisnis perbankan akibat kesalahan kebijakan pemerintah maupun 
kesalahan menajemen perbankan sendiri tidak hanya merugikan dunia perbankan 
semata.  
Dampak yang lebih besar adalah mendeknya kehidupan di sector riil akibat 
kekurangan suplai dana dari dunia perbankan. Oleh karena itu, untuk mencegah 
atau paling tidak dapat memberikan nafas kehidupan kepada sector riil sambil 
menunggu pulihnya dunia perbankan maka perlu dicairkan alternatif pembiyaan 
lainnya. 
Dalam pelaksanaannya, jaminan atas dana simpanan memang dapat 
menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, 
namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya 
bahaya moral dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal 
tersebut, dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta 
menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas 
lingkungannya tersebut diganti dengan sistem penjaminan terbatas. 
Alternatife pembiyaan dapat dilakukan melalui Lembaga keuangan lainnya 
atau sering disebut Lembaga pembiyaan. Saat ini terdapat beragam jenis Lembaga 
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pembiyaan yang ada di Indonesia, mulai dari kelas tradisional sampai dengan 
kelas modern pun tersedia. Bahkan dewasa ini perkembangan Lembaga 
pembayiaan pun sangat menggembirakan sebagai pengganti sebagian dari 
kegiatan perbankan yang tidak terlayani selama ini. Pada akhirya masyarakat 
punya banyak pilihan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan dana dalam 
rangka membiayai kegiatan usahanya.1 
Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mempunyai risiko. Risiko-
risiko yang akan timbul telah disadari oleh bank, oleh karena itu bank perlu 
mengamankan jaminan bukan saja secara yuridis tetapi juga secara fisik, dan 
perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mengambil alih risiko atas fisik 
barang jaminan atau agunan adalah perusahaan asuransi.2 
Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk 
mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa 
bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu 
mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan 
sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan 
membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam 
suatau lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan 
tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak.  
Menurut Satjipto Raharjo, bahwa hukum melindungi kepentingan 
seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk 
bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini 
                                                          
1 Kasmir, Bank dan Keuangan Lainnya, (Jakarta:Rajawali Pers,2008), h. 9 




dilakukan secara terukur, dalam arti, tidak setiap keluasan dan kedalamannya. 
Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, 
tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan 
hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada 
seseorang. Yang sangat erat yang satu mencermminkan adanya yang lain. 
Misalnya, kita mengatakan bahwa Bank X mempunyai kewajiban untuk 
melakukan sesuatu, apabila perbuatan Bank X ditujukan kepada seorang tertentu, 
yaitu si badu sebagai nasabahnya. Dengan melakukan suatu perbuatan yang 
ditujukan kepada si badu itu, maka Bank X telah menjalankan kewajibannya.  
Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, 
melainkan juga kehendak. Misalnya, apabila saya memiliki tabungan di sebuah 
bank, maka hukum memberikan hak kepada saya dalam arti bahwa kepentingan 
saya atas tabungan tersebut mendapatakan perlindungan. Tetapi perlindungan itu 
tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan saya saja, melainkan juga terhadap 
kehendak saya mengenai tabungan itu. Saya bisa melakukan penarikan atau 
memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan penarikan dana dari tabungan 
tersebut juga merupakan hak saya. Oleh karena itu, menurut hukum bukan hanya 
kepentingan saya saja yang memperoleh perlindungan, tetapi juga kehendak saya. 
Berkaitan dengan itu, Lembaga perbankan adalah suatau Lembaga yang 
sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa 
adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu 
menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila 
dunia perbankan  harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat 
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dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, 
terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan 
lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurang 
percayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada ssat ini tengah gencar 
melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan 
hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian 
sangat diperlukan.  
Hubungan hukum nasabah penyimpan dana bank didasarkan atas suatau 
perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatau yang wajar apabila kepentingan dari 
nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimna 
perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal 
bahwa memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi 
kepentingan nasabah bank. Terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.3 
Maka dari itu penulis mencoba untuk meneliti sebuah kasus yang terjadi di 
kota Makassar, dimana salah seorang pegawai teller Bank BRI Toddopuli, Cabang 
Panakukang Kota Makassar menggelapkan dana nasabah senilai 2,3 miliyar 
rupiah yang jumlah nasabah yang dirugikan sebanyak 47 nasabah.    
 Berdasar dari kasus tersebut, maka dari itu untuk memberikan 
perlindungan hukum terhadap nasabah dalam rangka untuk menghindari 
kemungkinan terjadinya kekurang percayaan masyarakat terhadap dunia 
                                                          




perbankan di perlukan suatu Lembaga yang melindungi dan menjamin dana 
nasabah bank. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan 
pembentukan suatau Lembaga penjamin simpanan sebagai pelaksana penjaminan 
dana masyrakat. Oleh karena itu, pada tanggal 22 septeember 2004, Presiden 
Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan/ LPS (Indonesia Deposit Insurance 
Corporation). Menurut undang-undang tersebut, LPS merupakan Lembaga 
independent yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam 
memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.  
Sejak tanggal 22 maret 2007 hingga sekarang, nilai simpanan maksimum yang 
dijamin LPS sebesar Rp100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan 
bunga/ bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah memiliki 
simpanan lebih dari Rp100 juta, maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari 
hasil likuidasi bank tersebut.  
Adanya pembatasan simpanan yang dijamin menyebabkan nasabah yang 
simpanannya melebihi jumlah yang dijamin akan menghadapi risiko besar apabila 
bank tempat mereka menempatkan simpanannya ditutup. Oleh karena itu, nasabah 
tersebut akan terdorong untuk selalu memonitor kondisi dan kinerja bank. Di lain 
pihak, penjamin simpanan juga dapat mengecualikan penjaminan atas suatu jenis 
simpanan tertentu apabila simpanan tersebut dianggap lebih sebagai perangkat 
investasi (investment tool) dan hanya memiliki nasabah tertentu, seperti 
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negotiable certificate of deposit (jepang, Malaysia), structured deposit 
(singapura), simpanan dalam valuta asing ( jepang, Malaysia, singapura, Canada).  
Peningkatan disiplin permasalahan lainnya adalah bahwa pemerintah sering 
kali bersikap pilih kasih dalam menerapkan regulasi. Pemerintah cenderung 
melindungi bank-bank besar dari pada bank-bank kecil, yang disebut kebijakan 
“too big to fail policy”. Pemerintah menolak kejatuhan dari bank-bank besar 
dengan alasan melikuidasi bank-bank besar yang memiliki jaringan yang luas 
dapat mengakibatkan kekacauan keuangan yang besar pula yang dapat 
mempengaruhi perekonomian secara luas.  
Akibat too-big-to-fail policy, bank-bank besar semakin berani mengambil 
risiko sehingga membuat mereka rentan terhadap kegagalan bank. 
Pada tahun 2004 Presiden Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.24 
Tahun 2004 tentang pembentukan Lembaga penjamin simpanan (LPS) 
Pasal 2 
1. Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, 
yang selanjutnya disebut LPS. 
2. LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum. 
3. LPS adalah Lembaga yang independent, transparan, dan akuntabel, dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
4. LPS bertanggung jawab kepada presiden. 
Pasal 3 
1. LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia 
2. LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Repaublik 
Indonesia. 
3. Ketentuan mengenai pernyataan dan tata cara pembentukan kantor 





Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, LPS merupakan Lembaga 
independent yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam 
memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya 
Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengamanatkan pembentukan 
suatu Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana 
masyarakat. Maka dari itu agar kiranya Lembaga Penjamin Simpanan berperan 
penting dalam menjamin dana nasabah di tiap-tiap bank. 
Sebagaimana dalam perannya ialah: 
Fungsi LPS berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Pasal 4 dan Pasal  
Pasal 4 
 Fungsi LPS adalah: 
a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan  
b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai 
dengan kewenangannya. 
     
Pasal 5 
Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, 
LPS mempunyai tugas: 
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan 
simpanan; dan 
b. Melaksanakan penjaminan simpanan. 
Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf  
LPS mempunyai tugas sebgai berikut:  
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif 
memelihara stabilitas system perbankan;  
b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan 
penyelesaian Bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak 





Diharapkan dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 
Lembaga penjaminan simpanan tersebut dapat memberikan jaminan dan 
perlindungan hukum terhadap dana nasabah bank yang mengalami kerugian 
akibat sistem perbankan.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Skripsi ini berjudul “tinjauan yuridis terhadap peran Lembaga 
Penjamin simpanan dalam upaya penyelamatan dana nasabah”. Adapun 
yang menjadi focus penelitian saya adalah bagaimana peranan Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) agar dapat memberikan jaminan terhadap 
nasabah bank. 
2. Deskripsi Fokus 
a. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
 Merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin 
simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas system 
perbankan sesuai dengan kewenangannya. 4 
b. Pengertian Nasabah 
Menurut kamus perbankan, Nasabah adalah orang atau badan yang 
mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.5Pada tahun 1998 
melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diintroduksilah rumusan 
masalah nasabah dalam pasal 1 angka 16, yaitu pihak yang menggunakan 
                                                          
4 Ktut Silvanita, Bank dan Lembaga Keuangan Liannya, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 31 




jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada angka barikutnya, 
sebagai berikut:  
 Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan 
dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank 
dengan nasabah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998) 
Adapun yang termasuk sebagai nasabah adalah: 
1. Orang  
 Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang 
belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah 
kredit dan atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-
jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya 
nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (working costumer) untuk 
transfer dan sebagainya.  
2. Badan hukum  
Untuk nasabah berupa badan, perlu diperhatikan aspek legalitas dari 
badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan 
dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Untuk 
berhubungan dengan bank, harus juga dilihat peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku 
pada bank yang bersangkutan.6 
c. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
                                                          
6 Thy widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, 
(Bogor: Ghalia Indonesia,2006), h. 30  
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Lembaga Penjamin Simpanan (Deposit Insurance Corporation) 
merupakan badan hukum berdsarakan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 
Lembaga Penjamimin Simpanan (LPS) merupakan suatu Lembaga 
independent yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah perbankan 
di indinesia. Lembaga ini di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 
tentang Lembaga penjamin simpanan yang di tetapkan pada 22 september 
2004. 
d. Pengertian Bank 
Bank adalah sebuah Lembaga intermediasi keuangan umumnya 
didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, 
meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai 
banknote. Kata bank berasal dari Bahasa italia banca berarti tempat 
penukaran uang. 
Secara sederhana bank diaratikan sebagai Lembaga keuangan yang 
kegiatan usahanya adalah penghimpunan dana dari masyrakat dan 
menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-
jasa bank lainnya, sedangkan pengertian Lembaga keuangan adalah setiap 
perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah 
hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-
duanya.7 
 
                                                          




C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan 
yang akan diteliti adalah: 
1. Bagaimana upaya penyelesaian penyalahgunaan dana nasabah dan 
sistem perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ? 
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat peran Lembaga Penjamin 
Simpanan terkait penyelewengan dana simpanan nasabah dan 
sistem perbankan ? 
D. Tujuan  dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan  
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:      
a. Untuk mengetahui tugas dan peran Lembaga Penjamin Simpanan 
dalam upaya penyelamatan dana nasabah 
b. Untuk mengetahui proses bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan 
dalam upaya penyelamatan dana nasabah 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
 Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa yang 
melakukan penelitian mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan 
dalam upaya penyelamatan dana nasabah. Selain itu penelitian ini 
diharapkan dapat memberi sumbangan dalam rangka memperkaya 
referensi dalam penelitian dimasa depan dan sebagai bahan bacaan di 




b. Kegunaan Praktis 
Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai acuan 
pemerintah untuk mengatasi problematika peran LPS  dalam upaya 
penyelamatan dana nasabah dan dapat digunakan sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana (S.H) Jurusan Ilmu Hukum fakultas Syari’ah 






















A. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK 
1. Pengertian Bank 
Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 
November 1998 tentang Perbankan, yang di maksud dengan BANK 
adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”8 
Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (agent 
of trust), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat 
bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat 
bertumbuhkembang. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari 
masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan 
usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia 
perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari 
masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap 
kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang 
bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk 
menghindari kemungkinan terjadinya kekurang- percayaan masyarakat 
terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini gencar melakukan 
                                                          
8Kasmir,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,(Jakarta:Rajawali Pers,2008),h.25  
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ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan 
hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya 
kerugian sangat diperlukan.9 
Bank adalah sebuah Lembaga intermediasi keuangan umumnya 
didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, 
meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal 
sebagai banknote. Kata bank berasal dari Bahasa italia banca berarti 
tempat penukaran uang.  
Secara sederhana bank diaratikan sebagai Lembaga keuangan yang 
kegiatan usahanya adalah penghimpunan dana dari masyrakat dan 
menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan 
jasa-jasa bank lainnya, sedangkan pengertian Lembaga keuangan 
adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana 
kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya 
menyalurkan dana atau kedua-duanya. 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 
Lembaga keuangan yang kegiatannya  adalah:  
1.  menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 
makssudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau 
berinvestasi bagi masyarkat. Tujuan utama masyarakat menyimpan 
uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. 
                                                          
9 PUTRA, M. A. A., MARILANG, M., & SINILELE, A. (2019). UPAYA HUKUM PT. BANK 





Sedangkan tujuan kedua adalah uuntuk melakukan investasi 
dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan 
lainnya adalah untuk memudahnkan melakukan transaksi pembayaran. 
Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan, uang 
maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang 
disebut dengan simpanan. 
Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari 
bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di 
bank adalah terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan 
tabungan (saving deposit) dan simpanan deposito (time deposit). 
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank 
memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan 
permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi 
masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang 
diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan 
nasabah.  
Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai 
apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak, penilaian ini 
dilakukan agar bank tehindar dari kerugian akibat tidak dapat 
dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai 
sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank 




3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang 
(transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota 
(clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota 
dan luar negri (inkaso, letter of credit (L/C), safe deposit box, bank 
garansi, bank notes, travelers cheque dan jasa lainnya.  
Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan 
pokok bank yaitu menghimpuan dan menyalurkan dana. 10 
2. Dasar Hukum Bank 
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 
Tentang Perbankan  Beserta Penjelasannya. 
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 




3. Sumber Hukum Perbankan 
Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Ilmu Hukum dikenal 
beberapa sumber hukum yaitu:  
1. Undang Undang (dalam arti formil dan materil) 
2. Kebiasaan ( Hukum Tidak Tertulis ) 
3. Yurisprudensi 
4. Traktat 
                                                          
10 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers,2003), h.2-4  




5. Doktrin 12  
Adapun sumber hukum perbankan di Indonesia diataur dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikat:  
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perabankan, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 
yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2008 
selanjutnya disebut UUP. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak menghapuskan atau 
mengganti seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1992 tetapi hanya mengubah dan menambah 
beberapa pasal yang dianggap penting. 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang bank Indonesia, 
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, 
yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan peraturan 
pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
menjadi Undang-Undang yakni menjadi Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2009; 
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
                                                          




3 Tahun 2004 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2009. 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan 
syariah 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, 
Konsolidasi dan Akusisi Bank, 
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 
januari 2009 tenttang Bank Umum. 
Landasan hukum lainnya 
1. Dalam pemberian kredit bank sering kali terkait dengan beberapa 
peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit 
pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan 
terkait buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan, demikian 
halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah. 
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang dapat menjadi rujukan 
bagi kalangan perbankan dalam melaksanakan praktik perbankan. 
3. Yurisprodensi  sebagai dasar hukum perbankan dapat juga 
dipergunakan mengingat keputusan pengadilan yang mengadili 




telah banyak diputus di pengadilan, baik Pengadilan Negri 
maupun Pengadilan Agama. 
4. kebiasaan perbankan sebagai dasar hukum dalam ilmu. Hukum 
diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber 
hukum. Demikian juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan 
praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. 
Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktik 
tetapi belum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-
undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh 
perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang 
Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank bahkan dapat melakukan 
kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh pasal 6 nya, jika 
hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (vide 
pasal 6 huruf n).13  
 
 
4. Jenis-jenis Bank  
Mengenai jenis-jemis bank yang dikenal di Indonesia dapat diliahat 
dari ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang perbankan yang 
membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat. 
                                                          
13 Zainal asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT RjaGrafindo 
Persada,2015) h. 21-22  
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Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau 
berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 
dalam laulintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan Bank 
Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan/ atau berdasarakan prinsip Syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas 
pembayaran.  
Selain itu, Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk 
melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih 
besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud “mengkhususkan diri 
untuk melaksaanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain 
melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka Panjang, kegiatan untuk 
mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi 
lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan 
pengembangan pembangunan perumahan.14 
Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa 
jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika 
kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang 
Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. 
Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai Lembaga keuangan 
                                                          




yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak 
berbeda satu sama lainnya. 
  Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta 
kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak 
pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan 
maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan 
perusaahann dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte 
pendiriannya. 
 Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang 
mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi 
tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya 
menetukan harga jual dan harga beli. 
 Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai 
segi antara lain:  
1. Dilihat dari segi fungsinya 
Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 
jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari: 
a. Bank Umum  
b. Bank Pembangunan  
c. Bank Tabungan 
d. Bank Pasar  
e. Bank Desa  
f. Lumbung Desa  
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g. Bank Pegawai  
h. dan bank lainnya 
Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 
dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 
Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari: 
a. Bank Umum 
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
 Di mana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya 
menjadi bank umum sedangkan bank desa, bank pasar, lumbung desa dan 
bank pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  
 Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebgai 
berikut. 
a. Bank umum  
 Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
 Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
2.  Dilihat dari segi kepemilikannya  




1. Bank milik pemerintah  
Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah 
sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki  oleh pemerintah pula. 
2. Bank milik swasta nasional  
Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta 
nasional serta akte pendiriaanya pun didirikan oleh swasta, begitu pula 
pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.  
3. Bank milik koperasi  
Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang 
berbadan hukum koperasi. 
4. Bank milik asing  
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negri, baik 
milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun 
dimiliki oleh pihak luar negri. 
5. Bank milik campuran  
Kepmilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak 
swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secaraa mayoritas dipegang oleh 
warga negara Indonesia. 
3. Dilihat dari segi status  
 Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyrakat, maka bank umum 
dapat dibagi kedalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian 
berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.  
Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:  
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a. Bank devisa  
Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negri atau 
yang berhubungan dengan mata uang asing secra keselurahn, misalnya 
transfer keluar negri, inkaso keluar negri, travelers cheque, pembukaan 
dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Putusan pernyataan 
pailit mengakibatkan mengubah status hukum seseorang atau suatu badan 
hukum menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sejak putusan 
penyataan pailit diucapkan tindakan pengurusan dan pengalihan harta 
benda debitor menjadi wewenang dari curator.15 
b. Bank nondevisa  
Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 
transaksi sebagai bank devisa sehinggan tidak dapat melaksanakan 
transaksi seperti halnya bank devisa, jadi bank nondevisa merupakan 
kebalikan dari bank devisa, diamana transaksi yang dilakukan masih 
dalam batas-batas negara. 
4. Dilihat dari segi cara menetukan harga  
a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional  
  Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah 
bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas 
dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank Indonesia dibawa 
oleh colonial belanda.  
b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah  
                                                          
15 Erlina, Erlina. "AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS." 




  Belum lama berkembang di Indonesia, namun diluar negri 
terutama di nergara-negara timur tengah bank yang berdasarkan prinisp 
Syariah sudah berkembang pesat sejak lama.16  
5. Dasar Hukum Bank 
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan  Beserta Penjelasannya. 
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Thaun 1992 Beserta 
Penjelasaannya.17 
B. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN 
SIMPANAN  (LPS) 
1. Pengertian LPS 
Lembaga Penjamin Simpanan (Deposit Insurance Corporation) 
merupakan badan hukum bersarakan Undang-Undang No. 24 Tahun 
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 
Lembaga Penjamin Simpanan merupakan Lembaga yang independent, 
transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya.18 
2. Dasar Hukum Pembentukan LPS 
• Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang pembentukan 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
• Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Te  
                                                          
16 Kasmir,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,(Jakarta:Rajawali Pers,2008),h.34-41 




• ntang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu 
Lemabaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana 
penjamin dana masyarakat.  
3. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
Fungsi LPS berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Pasal 4 dan Pasal  
Pasal 4 
 Fungsi LPS adalah: 
c. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan  
d. Turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai 
dengan kewenangannya. 
     
Pasal 5 
Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, 
LPS mempunyai tugas: 
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan 
simpanan; dan 
d. Melaksanakan penjaminan simpanan. 
Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf  
LPS mempunyai tugas sebgai berikut:  
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif 
memelihara stabilitas system perbankan;  
d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan 
penyelesaian Bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak 
sistemik; dan Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang 
berdampak sistemik. 
 
Selanjutnya dalam menjalankan fungsinya LPS mempunyai tugas:  
• Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan 
simpanan dan  
• Melaksanakan penjaminan simpanan, dengan; 
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut 




b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan 
penyelesaian Bank Gagal (bank resolution)  yang tidak 
berdampak sistemik; dan 
c. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak 
sistemik.19 
 
4. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menurut UU No. 10 
Tahun 1998 
Pasal 6  
1. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam pasal 5, 
LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: 
a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan; 
b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama 
kali menjadi peserta; 
c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; 
d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, 
laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemekrisaan bank 
sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; 
e. Melakukan konsiliasi, verifikasi, dan/ atau konfirmasi atas data 
sebagaimana dimaksud pada huruf d; 
f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; 
                                                          
19 Julius R. latumaerissa, Bnak Lembaga Keuangan Lainnya, (:salemba empat), h.224-225  
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g. Menunjuk, menguasakan, dan/ atau menegaskan pihak lain 
untuk bertindak bagi kepentingan dan/ atau atas nama LPS, 
guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; 
h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang 
penjaminan simpanan; dan  
i. Menjatuhkan sanksi administrative. 
 
2. LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan 
kewenangan: 
a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang 
pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; 
b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang 
diselamatkan; 
c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah 
setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan 
dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan 
d. Menjual dan/ atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan 
debitur dan/ atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. 
Pasal 7 
1. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, 




2. Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/ atau dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada 
LPS.20 
C. TINJAUAN UMUM TENTANG NASABAH 
1. Pengertian Nasabah 
Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening 
simpanan atau pinjaman pada bank.21Pada tahun 1998 melalui Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 diintroduksilah rumusan masalah nasabah 
dalam pasal 1 angka 16, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. 
Rumusan ini kemudian diperinci pada angka barikutnya, sebagai berikut:  
 Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan 
dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank 
dengan nasabah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998)22 
Adapun yang termasuk sebagai nasabah adalah: 
1. Orang  
 Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang 
belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah 
kredit dan atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-
jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya 
                                                          
20Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan  
21 Saladin Djaslim, Manajemen Pemasaran, (Bandung: PT. Linda Karya, 2002), h.7   
22 Thy widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, 
(Bogor: Ghalia Indonesia,2006), h. 30 
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nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (working costumer) untuk 
transfer dan sebagainya.  
2. Badan hukum  
Untuk nasabah berupa badan, perlu diperhatikan aspek legalitas dari 
badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan 
dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Untuk 
berhubungan dengan bank, harus juga dilihat peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku 
pada bank yang bersangkutan.23 
 
2. Bentuk Perlindungan Hukum LPS Terhadap Nasabah Bank 
Pemerintah memberikan perlindungan kepada nasabah yang 
menyimpan dananya di bank. Hal tersebut dapat dilihat dari 
dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 
masalah perlindungan hukum bagi nasabah bank, yaitu Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan.  
Alasan dasar bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian 
Lembaga Penjamin Simpanan adalah kepercayaan pada industri 
perbankan sangat  penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada 
system perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan 
                                                          




terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat 
diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. 
Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan suatu pendekatan 
yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi bank sentral sebagai 
lender of last resort yang menyediakan likuiditas apabila diperlukan, 
maka bank rush akan hilang dan tinggal sejarah. Dalam kondisi seperti 
itu bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk 
menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan 
perekonomian.24   
Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam system 
perbankan, dapat dilakukan dengan cara :25 
a. Perlindungan secara implisit  
yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan 
pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan 
terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh 
melalui: Peraturan Perundang-undangan; melalui 
perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan 
pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank 
Indonesia ; melalui upaya menjaga kelangsungan usaha 
bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan 
perlindungan terhadap system perbankan pada umumnya ; 
memelihara tingkat kesehatn bank ; melakukan usaha 
                                                          
24 ml.scribd.com/doc/52915298/lembaga-penjamin-simpanan, diakses tanggal 27 juni 2019  
25  Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta:Prenada Media), h.123 
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sesuai prinsip kehati-hatian ; cara peberian kredit yang 
tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah ; dan 
menyediakan informasi risiko pada nasabah. 
b. Perlindungan secara eksplisit 
Yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga 
yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila 
bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan 
mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank gagal 
tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan 
lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, 
sebagaimana yang diatur dalam keputusan Presiden RI 
No.26 Tahun 1998 tentang Jaminan Kewajiban Terhadap 
Bank Umum.    
3. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah  
 
Kepercayaan calon nasabah kepada perusahaan mutlak diperlukan 
sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah perusahaan yang bersangkutan. 
Demikian pula untuk menjaga nasabah yang lama perlu dijaga kepercayaannya 
agar tidak berpindah ke bank lain. Semua ini melalui pelayanan karyawan 
khususnya dari seluruh karyawan perusahaan umumnya. Kepercayaan merupakan 
ujung tombak perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya. Sekali pelayanan yang 




Satu hal yang perlu diingat bahwa meningkatnya kepercayaan lebih berat dari 










































A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Bagian ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, baik dari sisi field 
research atau library research maupun kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif 
dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (persfektif subjek) lebih 
ditonjilkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 
pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan 
teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar 
penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan 
mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan 
penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori 
menuju data. Adapun manfaat penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, 
memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu 
teori.  
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Bank BRI Toddopuli Cabang 
Panakukang Kota Makassar, Jl.Panakukang Mas Boulevard No.16, Pandang, 
Kec.Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231.  Dengan pertimbangan 
bahwa Bank BRI Todddopuli Cabang Panakukang merupakan lokasi yang dipilih 




B. Pendekatan Penelitian 
Bagian ini memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan yuridis normatif dan 
yuridis sosiologis.  
1. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan 
dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap 
peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
2. Pendekatan yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan 
terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat 
dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian 
menuju pada identifikasi dan akhirnya menuju pada penyelesaian.   
C. Sumber Data 
 Sumber data dalam penelitian adalah subyek data yang dapat diperoleh.  
Jenis dan sumber data penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, 
yakni: 
1. Sumber Data Primer 
 Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara 
langsung dari lokasi penelitian atau objek yang diteliti berdasarkan data 
yang diperoleh dari informan pegawai BPSK. Secara teknis informan 
adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang lebih detil dan 




2. Sumber Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber 
kedua (sekunder) yang terdiri dari: 
a. Sumber sekunder yang paling diutamakan (primer) yaitu Undang-
undang No 10 tahun 1998 tentang fungsi dan peran lembaga 
penjaminan simpanan (LPS) 
b. Sumber sekunder yang diutamakan kedua (sekunder) yaitu literature 
hukum yang sifatnya ilmiah dan relevan dengan permasalahan yang 
dibahas. 
c. Tersier yaitu sumber sekunder yang diutamakan ketiga yaitu dari 
sumber yang bersifat melengkapi sumber  sekunder  yang paling 
diutamakan dan sumber utama kedua.27 
D. Metode Pengumpulan Data 
Bagian ini mencakup penjelasan tentang metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan/atau kartu 
data. 
1. Observasi 
 Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 
sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian 
dilakukan pencatatan oleh peneliti.28 Observasi atau pengamatan yang dilakukan 
                                                          
 27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:PT. 
Rineka Cipta 2006), h.129. 
 28 J. Supranto, MetodeRiset, AplikasinyadalamPemasaran (Jakarta:LembagaPenerbit FE-




oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penyelamatan dana 
nasabah oleh LPS dalam studi kasus di Bank BRI KC Panakukang. 
2. Wawancara 
 Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung sacara lisan dalam dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Wawancaraa 
atau interview merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan 
keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung kepada orang yang 
dapat memberikan keterangan. Teknik ini memberikan data sekunder dan data 
primer yang akan mendukung penelitian. Sehubungan dengan hal ini penulis 
melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan 
pihak terkait yang telah disebutkan di atas, kemudian berkembang saat melakukan 
wawancara untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 
penelitian.29 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 
biasa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. 
Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 
cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang dokumen yang berbentuk 
                                                          




gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dengan demikian 
dokumentasi merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian.30 
E. Instrumen Penelitian 
Bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 
penelitian. 
 Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data. Instrumen atau alat 
peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga 
harus instrument juga harus “Divalidasi” seberapa jauh penelitian kulitatif siap 
melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun alat-alat yang 
harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. 
Adapun alat sebagai penunjang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Buku catatan dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat semua 
percakapan dengan sumber data. 
b. Kamera, berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan.31 
 
 
                                                          
 30RosadyRuslan, MetodePenelitian Public Relations danKomunikasi, ( 
Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2008), h.23. 
  31 Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 




F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Pada bagian ini dikemukakan teknik pengolahan dan analisis data yang 
digunakan. Dalam penelitian kuantitatif, perlu ditegaskan lebih lanjt tentang 
model penyajian data seperti penyajian dalam bentuk tabel atau grafik dan 
memastikan penggunaan analisis statistikanya. Jika penelitian kualitatif, perlu 
ditegaskan teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan.32 
 Pengolahan data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 
data yang bersifat penelitian kualitatif untuk menemukan yang di inginkan oleh 
peneliti. Pengolahan data yang ada selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk 
konsep yang dapat mendukung objek pembahasan. Analisis data dapat dilakukan 
sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Informasi dari lapangan sebagai bahan 
mentah diringkas, disusun lebih sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok yang 
penting sehingga lebih mudah dikendalikan. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 
permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan yang tidak 
dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah. Bentuk 
penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan 
dan bagan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
A. Gambaran Umum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 
perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas 
perekonomian secara keseluruhan. 
Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan 
kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang 
lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik 
dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. 
Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi 
nasabah penyimpan serta menjga stabilitas sistem perbankan, program 
penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem 
penjaminan  yang terbatas. 
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan 
mengamanatkan pembentukan suatau lembaga penjamin simpanan (LPS) sebagai 
pelaksana penjaminan dana masyarakat. 
Pada tanggal 22 september 2004, Presiden ReppublikIndonesia mengesahkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang lembaga penjamin 
simpanan. Berdasarkan Undang-undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen 
yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan turut aktif dalam 




Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 september 2005, dan sejak 
tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. 
Adapun bentuk dan status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
1. LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga Pejamin Simpanan 
2. LPS adalah badan hukum berdasarkan  Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 
3. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akunttabel 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
4. LPS beranggung jawab kepada Presiden  
5. LPS berkedudukan di jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan 
di wilayah negara Republik Indonesia. 
B. Proses Penyelamatan Dana Nasabah Oleh Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS) 
 
Dalam kasus yang terjadi di Bank BRI Toddopuli Cabang Panakkukang, 
Makassar bahwa pegawai teller Bank BRI tersebut melakulan penggelapan dana 
para nasabah Bank dengan cara menggunakan dua slip penyetoran. 
Pelaku dalam melakukan tindakannya yaitu dengan cara menggelapan dana 
nasabah bank dengan memakai dua slip penyetoran. Satu slip dipakai antara 
pelaku dan nasabah dan satu slip disetor ke pihak Bank. 
Secara garis besar perlindungan terhadap dana nasabah dapat dilakukan 
dengan sistem perlindungan tidak langsung dan sistem perlindungan langsung. 
Perlindungan tidak langsung dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pengawasan 
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terhadap aktivitas perbankan, seperti ketentuan kecukupan modal, Fitand 
Propertesd bagi pemegang saham pengendali dan pengurus bank serta 
pengawasan yang diterapkan pada bank. Sistem perlindungan tidak langsung 
sering kali mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat karena tidak 
tegasnya pengaturan mengenai status simpanan mereka apabila suatu bank 
terpaksa dicabut izin usahanya oleh pemerintah. Masyarakat menamakan sistem 
ini sebagai pemberian perlindungan secara terselubung, sebab perlindungan baru 
muncul ketika terjadi kebangkrutan bank, masa lampau atau dari pernyataan yang 
dikeluarkan pejabat pemerintah. Perlindungan terselubung tidak pernah disusun 
secara konseptual formal. Secara alamiah perlindungan terselubung menciptakan 
ketidakpastian tentang bagaimana nasib nasabah penyimpan dan pendanaannya 
pun tergantung dari kebijakan dan kemampuan pemerintah dalam mengakses dana 
masyarakat. 
 Perlindungan langsung dengan jaminan terbatas yang lazim digunakan 
adalah segi asuransi simpanan, baik segi yang dikelola oleh pemerintah 
sebagaimana dipraktekkan di Amerika Serikat, maupun yang dikelola swasta 
sebagaimana di Jerman. Perindungan langsung secara penuh umumnya dilakukan 
pada masa krisis sebagaimana yang dipraktekkan di negara asia yang tertimpa 
krisis, termasuk Indonesia. Pendirian lembaga penjaminan simpanan pada 
dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko 
yaitu irrational run terhadap bank dan Sistem risk. Dalam menjalankan usaha, 
perbankan biasanya hanya menyisakan sebagai kecil dari simpanan yang 




Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan sebagai 
pemberian kredit.  
 Salah satu prinsip yang harus dipatuhi oleh pengelola bank adalah kehati-
hatian. Sebagaimana dituangkan dalam paket deregulasi perbankan 1991 tanggal 
25 februari 1991. Dalam Undang-Undang perbankan disebutkan:” Perbankan 
Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
menggunakan prinsip kehati-hatian”. Penjabaran dari prinsip kehati-hatian ini 
dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan melalui pembatasan 
maksimum pemberian kredit yang dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian 
Kredit (BMPK).  
 Bank adalah lembaga keuangan yang tugasnya memberikan jasa keuangan 
melalui penitipan uang (simpanan), Peminjaman uang (kredit) serta jasa-jasa 
keuangan lainnya. Untuk itu, bank harus dapat menjaga kepercayaan yang 
diberikan oleh nasabahnya. Kepercayaan sangat penting dan tinggi nilainya, 
karena tanpa kepercayaan masyarakatmustahil bank dapat hidup dan berkembang. 
 Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 16 nasabah 
adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Berdasarkan pengertian tersebut 
menurut UU No.10 Tahun 1998 pasal 1 nasabah terdiri dari dua jenis, yaitu : 
1. Pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa nasabah penyimpanan adalah nasabah 
yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan 
perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 
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2. Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang 
memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah 
yang bersangkutan. 
Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan 
nasabah, menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah dilandasi oleh 
asas kerahasian. Oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah penyimpanan 
adalah hubungan kerahasian. 
Pada penulisan ini, fungsi LPS dalam penyelamatan dana nasabah lebih 
terfokus kepada dana  nasabah  yang mengalami kerugian atas sistem manajemen 
dan perlindungan dana simpanan oleh Bank. Seperti halnya salah satu contoh 
kasus yang terjadi di Bank BRI yang terletak dikota Makassar.. 
 Bank sebagai salah satu komponen dalam menjalankan  kegiatan usahanya 
unuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 
memerlukan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap industri 
perbankan nasional merupkan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas 
industri perankan dan kepercayaann ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian 
hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan nasabah.  
Penjamin nasabah juga dimaksudkan dapat memberikan perlindungan hukum 
bagi nasabah jika terjadi kasus pembekuan dan/ atau penutupan operasinal bank 
karena pelanggaran oeh menajemen, namun dipihak lain pembelakuan undang-
undang ini dapat pula memicu kejahatan bisnis di sektor perbankan karena tidak 




bank yang lain karena merasa pemerintah akan menyelesaikan pembayaran 
nasabah bank.33 
Perlindungan hukum dan transaksi perbankan merupakan hal yang patut 
dikedepankan agar kepentingan para pihak terlindungi. Wujud perlindungan 
hukum pada dasarnya merupakan kegiatan menyarasikan hubungan nilai-nilai 
yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah huku dan sikap tindak sebagai 
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 
kedamaian pergaulan hidup.34 Perlindungan hukum bagi nasabah dalam 
bertransaksi dengan bank, khususnya nasabah penyimpan sebelum berlakunya 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 
belum mendapat tempat yang memadai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
tidak mengatr secara langsung perlindungan bagi nasabah.  
Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diamanatkan dalam 
Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 37 B terseebut 
secara tegas menuangkan bahwa setiap bank wajib menjamin simpanan dana 
masyarakat yang disimpan pada bank bersangkutan dan unuk menjamin simpanan 
masyarakat pada bank itu dibentuk LPS  yang berbentuk badan hukum Indonesia. 
Lazimnya suatu lembaga penjamin yang dibentuk di negara-negara lain, maka 
LPS juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin 
                                                          
33 Johanes Ibrahim, Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 
Lembaga Penjamin Simpanan Antara Pelindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan, Jurnal 
Hukum Bisnis, Volume 24- No 1 Tahun 2005, h. 42 
34 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali 
Press, 1983 h.2  
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simpanan nasabah bank secara terbatas sehingga mendukung upaya menjaga 
stabilitas sektor perbankan.35 
Beberapa hal pentig yang harus diperhaikan berkaitan dengan penerapan 
Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia adalah: 
1. Besarnya premi yang harus dibayar oleh tiap bank seharusnya sebanding 
dengan bobot risiko. Dalam hal ini Bank Indonesia memeliki peran yang 
menentukan karena Bank Indonesia mengetahui dengan pasti risiko 
tersebut, khususnya pada bank-bank dalam kelompok berisiko; 
2. Limit ganti rugi tiap negara bervariasi, sehingga harus cermat dalam 
menentukannya, sebab terkait dengan beban premi bagi nasabah asuransi 
dan pada akhirnya berdampak pada kenakan suku bunga; 
3. Perlu ada kewajiban bagi bank untuk ikut serta dalam asuransi deposito 
Nasabah debitur seringkali dilupakan dalam hal perlindungan nasabah. 
Dalam melakukan penagihan piutang dan pengelolaan aset kredit 
bermasalah, sebenarnya di masa lalu Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (BPPN) menggunakan berbagai pendekatan ntara lain dengan 
mengkategorikan debitur dalam 2 kelompok, yaitu debitur kooperatif yang 
masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajiabnnya, dan 
sebaknya ada debitur tidak kooperatif.  
4. Batas maksimum yang jamin oleh LPS adalah 2 milyar pernasabah 
perbank agar bisa menjamin dana simpanan nasabah,LPS tentu harus 
memiliki aset. Disamping itu LPS juga menerima setoran premi dari bank-
                                                          




bank peserta LPS sebesar 0,2 Persen dari total dana pihak ketiga yang 
dimiliki setiap bank. 
  Kaitannya dengan kasus yang diteliti oleh penulis dimana salah satu 
pegawai bank BRI(Teller bank) menggelapkan dana nasabah dengan modusnya 
membuat data nasabah bank kredit fiktif, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari 
peran LPS(Lembaga Penjamin Simpanan).  
Ada dua peran LPS  ketika terjadi kasus kerugian dana deposito nasabah di 
bank. 
1. Secara perdata pihak bank harus mengembalikan dana nasabahnya yang 
hilang tersebut alasannya nasabah telah mempercayakan dananya 
ditempattkan di institusi keuangan tersebut dan institusi keuangan harus 
menjaga kepercayaan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya 
dibank, hal itu sesuai dengan aturan dalam UU Perlindungan konsumen 
jumlah dana deposito yang dikembalikan ke nasabah harus sebesar dana 
yang hilang.  
“apabila dana nasabah yang dirugikan sebesar 3 milyar rupiah maka LPS 
menjamin dana yang kembalikan maksimal sampai 2 milyar ,sisanya 
dibayar setelah aset bank tersebut terjual”  
2. Menggandeng Kejaksaan Agung, Secara pidana  jika terjadi seperti halnya 
kasus diatas, maka perbuatan tersebut tergolong tindakan pencurian yang 
dilakukan oleh oknum bank tersebut, dan masalah tersebut menjadi 
tanggung jawab internal bank. 
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Pengembalian dana nasabah penyimpan dana haus berada pada prioritas 
utama. Asas kepercayaaan yang dianut oleh Undang-Undang Perbankan, yaitu 
hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah suatu hubungan 
kerpercayaan atau fiduciary relationship. Oleh karena itu, agar kepercayaan 
masyarakat terhadap pebankan tumbuh, pemerintah memberikan ketentuan Pasal 
37B Undang-Undang Perbankan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan ( UU 
LPS No. 24 Tahun 2004 ).  
Sebagaiman diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 
Tahun 2004 maka LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah 
penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya. 
Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan prosedur pegembalian dana nasabah oleh Lembaga Penjamin 
Simpanan diatur dengan sedemikian detilnya untuk menghindari terjadinya 
permasalahan yang dapat terjadi di kemudian hari. 
Menurut hasil wawancara penulis dengan Baapak Budi/35 Tahun selaku  
Operasional Bank BRI CP Panakukang Kota Makassar, menuturkanProsedur 
pengembalian dana jaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izin 
usahanya terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu seagai berikut : 
c. Rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin. 
Tahapan ini ini sangatlah  penting karena akan menentukan nasabah-nasabah 
mana yang berhak untuk mendapatkan Pembayaran atas Penjaminan dari LPS. 




1. Setelah Lembaga Pengawas Perbankan (dalam hal ini masih Bank 
Indonesia), maka LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan 
veifikasi terhadap nasabah penyimpan berdasarkan data bank per 
tanggal pencabutan izin usaha (Pasal 27 peraturan lebaga penjamin 
Simpanan No. 1 tahun 2006). Dan untuk keperluan rekonsliasi dan 
verifikasi ini LPS berhak memperoleh data nasabah penyimpan dan 
informasi lain yang diperlukan dalam rangka penghitungan dan 
pembayaran klaim penjaminan. (Pasal 16 ayat (1) UU No. 24 Tahun 
2004)  
2. LPS dapat menunjuk, mengusahakan, dan/ atau menugaskan pihak 
lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi bagi kepentingan dan/ 
atau atas nama LPS (Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1 
tahun 2006 Pasal 2)  
3. Dikarenakan proses verifikasi dan rekonsiliasi merupakan pekerjaan 
yang sulit dan cukup rumit serta kompleks, maka untuk 
mempermudah verifikasi dan rekonsiliasi dan pengumpulan data dan 
informasi tersebut LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi 
dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang mudah 
diverifikasi. 
4. Setelah semua data nasabah Penyimpan dan segala informasi ang 
diperlukan terkumpul, maka LPS harus menentukan Simpanan yang 
layak dibayar dan mana simpanan yang tidak layak dibayar dalam 
Pembayaran Klaim Penjaminan selambat-lambatnnya 90 (sembilan 
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puluh hari) kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. (Pasal 16 
ayat 3 UU No. 24 Tahun 2004).  Berdasarkan pasal 19 UU No.24 
Tahun 2004 Klaim Penjaminan yang tidak layak dibayar adalah 
apabila dalam hasil rekonsiliasi dan/ atau verifikasi ditemukan : 
a. Data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank; 
b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan 
secara tidak wajar;dan/atau  
c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan 
keadaan bank menjadi tidak sehat. 
5. Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi ini semua pihak baik 
pemegang saham, direksi, dewan komisaris dan pegawai bank yang 
dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank yang 
dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi 
yang diperlukan oleh LPS. 
d. Pengajuan Klaim 
1. Setelah LPS meyelesaikan tahap rekonsiliasi dan verifikasi, maka LPS 
kan mengumumkan Penjamin yang layak untuk dibayar dan tanggal 
pengajuan klaim atas simpanan yang layak untuk dibayar pada 
sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran 
luas. (Pasal 30 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1 Tahun 
2006 dan Pasal 16 ayat (6) Undang-undang No. 24 Tahun 2004). 
2. Untuk mempermudah pekerjaan LPS, maka pengumuman tanggal 




bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verikasi yang telah 
diselesaikan. 
3. Untuk menjamin kepatian hukum, maka Klaim atas Pembayaran 
Jaminan Simpanan ini juga mengenal tenggang waktu. Seseorang 
yang dinyatakan berhak memperoleh Pembayaran Jaminan atas 
Simpanan diberikan tenggang waktu selama 5 (lima) tahun. Dan 
apabila dalam jangka waktu tersebut, Nasabah Penyimpan yang tidak 
melapor dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut akan kehilngan 
haknya untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS. 
e. Pembayaran Klaim Penjaminan 
Setelah pangajuan kalim oleh nasabah penyimpan disetujui oleh LPS maka 
LPS akan melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah, sesuai dengan data 
yang diperoleh dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPS 
sebelumnya. Adapun beberapa ketentuan dalam pembayaran klaim penjaminan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 dan 
Pasal 33 s.d 35 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut: 
a. Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kedpada nasabah 
penyimpan dilakukan oleh LPS melalu bank pembayar yang ditunjuk 
oleh LPS. 
b. Pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar mulai 
dilakukan paling lambat lima hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi 
dan verifikasi dimulai. 
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c. LPS akan menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening 
nasabah penyimpan yanng saldo simpanannya melibihi jumlah 
maksimum simpanan yang dijamin. 
d. Penunjukan bank  pembayar ditetapkan dengan keputusan kepala 
eksekutif LPS. 
e. Pembayaran klaim penjaminan tas simpanan yang layak dibayar 
dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai 
antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan 
tersebut kepada bank pembayar, dan apabila simpanan dalam bentuk 
mata uang asing maka pebayaran dilakukan dengan cara 
mengkonversikan nya terlebih dahulu dalam mata uang rupiah 
dengan cara mengkonversikannya terlebih dahulu dalam mata uang 
rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada saat 
tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut. 
f. Dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan 
mempunyai kewajiban pembayaran klaim atas simpanan yang layak 
dibayar dapat dilakukan dengan melakukan kompensasi dengan 
kewajiban terhadap bank yang telah jatuh tempo. 
Apabila terdapat keberatan yang diajukan oleh nasabah yang dikategorikan 
dalam nasabah yang tidak layak bayar maka mereka mengajukan keberatan 
dengan cara : 
a. Mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan 




b. Melakukan upaya hukum melalui pengdilan 
Dimana berdasarkan Pasal 20 ayat 1 menytakan jika nasabah 
penyimpan telah meninggal dunia maka pengajuan kebertan atau 
upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli warisnya.   
Lembaga Penjamin Simpanan hanya akan membayar simpanan nasabah yang 
tidak layak bayar tersebut yang keberatannya diterima oleh Lembaga Penjamin 
Simpanan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan 
dibayarkan sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar pembayaran 
bunga yang wajar dimaksudkan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya 
kesempatan berinvestasi dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak membayar ganti 
rugi yang lain. Tingkat bunga yang wajar adalah tingkat bunga yang pada 
umumnya berlaku atau simpanan.36 
a. Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan 
hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi: 
1. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank, 
2. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak 
wajar, dan/atau 
3. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan 
bank menjadi tidak sehat. 
b. Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila : 
1. Dalam pembukaan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, 
antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo 
                                                          
36Budi Hermanto/35 tahun(Supv Oprasional), Wawancara, (Makassar: PT.Bank BRI 
Cabang Makassar Panakukang,2019) Pada tanggal 28 Juli 2019 
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rekening, serta informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening 
sejenis, dan/atau 
2. Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan 
tersebut. 
c. Nasabah penyimpan ditanyakan sebagai pihak yang diuntungkan secara 
tidak wajar, apabila  nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi 
maksimum tigkat bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga Penjamin 
Simpanan. 
d. Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan mkasimum tingkat bunga 
penjaminan setiap bulan dengan ketentuan : 
1. Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (bulan), dan 
2. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum 
diberlakukan. 
e. Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan 
keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaiman dimkasud dalam Pasal 36 
huruf c, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank 
yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari 
saldo simpanannya. 
f. Dalam hal Nasabah penyimpan yang simpanannyatidak layak dibayar 
merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat : 
1. Mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang 




2. Melakukan upaya hukum melalui pengadilan. 
g. Apabila Lembaga Penjamin Simpanan menerima keberatan Nasabah 
Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah 
Penyimpan, LembagaPenjamin Simpanan mengubah status simpanan 
nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar 
menjadi simpanan yang layak bayar. 
h. Lembaga Penjamin Simpanan hanya membayar simpanan nasabah sesuai 
dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah 
tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah 
dimaksud dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 
i. Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat 
bunga penjamin. 
Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan maksimum tingkat bunga 
penjaminan setiap bulan dengan ketenuan : 
1. Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 bulan, dan 
2. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 hari kerja sebelum 
diberlakukan. Bunga yang wajar dihitung menggunakan maksimum 
tingkat bunga penjaminan. 
Dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Lembaga Pejamin Simpanan 
menyebutkan :  
“Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan 
rekonsiliasi dan/atau verifikasi : 
a. Data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank; 
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b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan 
secara tidak wajar; dan/atau 
c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menybabkan 
keadaan bank menjadi tidak sehat”. 
Pengaturan mengenai tidak layak dibayar karena data simpanan nasabah tidak 
tercatat pada bank seharusnya tidak berlaku apabila hal ini terjadi karena 
kesalahan bank. Karena nasabah penyimpan hanya berpatokan pada buku 
tabungan dan tidak mengerti sama sekali mengenai pencatatan oleh bank, yang 
seharusnya merupakan “urusan” dari Bank Indonesia selaku lembaga pengawas 
perbankan.37  
Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu : pertama; 
nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, 
misalnya (giro, tabungan, dan deposito), kedua; nasabah yang memnfaatkan 
fasilitas kredit atau pembiyaan perbankan, dan yang ketiga; nasabah yang 
melakukan tansaksi dengan pihak lain melalui bank (walk in costumer) misalnya 
(transaksi antara importir sebagai pemeli dengan eksportir di luar negeri dengan 
menggunakan fasilitas letter of credit). 
Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank sangat terkait 
dengan masalah kepercayaaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dan 
lembaga perbankan sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Tanpa 
kepercayaan masyarakat bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya 
dengan baik sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian 
                                                          
37 Triyogo Nur Permadi,Peran LPS Dalam Perlindungan Nasabah,(http://repositori.usu . 




rupa menjaga kepercayaaan dari masyarakat dengan cara memberikan 
perlindungan hkum bagi nasabah penyimpan.  
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS) 
Dalam pelakasanaan penjaminan dana nasabah tersebut, dilapangan terdapat 
ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dilalui oleh LPS 
Dari faktor yang mendukung pelaksanaan penjaminan dana nasabah adalah 
adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi, sehingga mayarakat tidak terlalu 
panik dan mau mengikuti prosedural jaminan. 
Namun disisi lain LPS mengalami hambatan didalam menjalankan fungsi dan 
perannya diantaranya : 
1. Dari segi jumlah dana simpanan nasabah. 
Yang menjadi penghambat LPS dalam menjalankan perannya sebagai suau 
lembaga yang memberikan jaminan terhadap dana nasabah salah satunya ialah 
terkait dengan jumlah dari dana nasabah yang disimpan didalam suatu bank 
karena sejak tanggal 22 maret 2007 hingga sekarang, nilai simpanan maksimum 
yang dijamin LPS sebesar Rp100 juta per nasabah per bank, yang mencakup 
pokok dan bunga/ bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah 
memiliki simpanan lebih dari Rp100 juta, maka sisa simpanannya akan 
dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.  
Selain itu kekurangan lainnya yang dari segi pengembalian dana kepada 
nasabah yang diberikan oleh LPS yaitu tidak seluruhnya dibayarkan tetapi batas 
maksimum yang dijamin oleh LPS adalah senilai 2 milyar rupiah selebihnya 
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apabila bank tersebut melakukan penyelewengan dana, likuidasi, dan bank 
tersebut mengalami kepailitan, maka untuk pengembalian dana nasabah 
seluruhnya menunggu dari hasil penjualan aset bank. 
2. Tugas dan fungsi LPS yang terbatas. 
Dari segi fungsi yang diamanahkan oleh Undang-undang No.10 tahun 
1998, LPS memiliki fungsi adalah menjamin dana simpanan nasabah dan turut 
aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan 
kewenangannya dan kaitannya dengan kasus yang diteliti oleh penulis dimana 
adanya penggelapan dana nasabah disalah satu bank yang berada diwilayah 
hukum kota Makassar, tentunya hal tersebut menjadi tanggung jawab bank dan 
lembaga LPS Untuk memberikan jaminan terhadap dana nasabah yang di 
gelapkan.  Namun disisi lain jika mengacu terhadap kasus tersebut seharusnya 
perlu ada pemeriksaan secara intensif oleh bank dengan membentuk tim 
independen terlebih dahulu, sehingga urusan ganti rugi, tidak langsung 
dilemparkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebab LPS sendiri tidak 
mau menanggung beban tersebut karena diluar prosedur atau SOP yang dimiliki 
oleh LPS hal ini didasarkan LPS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 

















Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang 
penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS) Dalam Upaya penyelamatan Dana Nasabah (Studi Kasus Di 
Bank BRI Makassar)  dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa Proses Penyelamatan Dana Nasabah secara garis besar terbagi 
menjadi dua, secara langsung dan tidak langsung. Dan terkait dengan 
kasus tersebut proses perlindungan yang dilakukan adalah melalui 
perlindungan tidak langsung hal itu dikarenakan proses perlindungan 
tidak langsung dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pengawasan 
terhadap aktivitas perbankan.  
Adapun peran LPS Secara langsung dalam prosedur pengembalian dana 
jaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya dibagi 
kedalam tiga tahap,yaitu sebagai berikut : 
a. Rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin. 
b. Pengajuan Klaim . 
c. Pembayaran Klaim Penjaminan. 
2. Faktor-faktor Yang Menghambat LPS adalah sebagai beikut 
a. Dari segi jumlah dana simpanan nasabah. 
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Dana yang menjadi tanggungan LPS terhadap dana nasabah yang 
diberikan jaminan yaitu dana yang simpanannya senilai 100 juta dan batas 
maksimum yang dapat ditanggung oleh LPS senilai 2 milyar rupiah. 
b. Tugas dan Fugsi LPS yang terbatas 
 Dari segi tugas dan fungsinya, hal ini menjadi salah satu hambatan 
yang dialami LPS dalam menjalankan fungsinya dikarenakan LPS tidak 
memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus. 
Pendirian lembaga penjaminan simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai 
upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu irrational run 
terhadap bank dan Sistem risk. 
B. Saran 
1. Perlu adanya pengkajian terhadap tugas dan fungsi LPS dalam mengawasi 
sistem perbankan di Indonesia utamanya dalam hal koordinasi yang baik 
oleh bank dan LPS sebagai langkah preventif. 
2. agar dapat berjalan dengan efektiv, maka perlu adanya evaluasi terhadap 
SOP (Standar Operasional Prosedur) LPS , dimana LPS diberikan suatu 
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